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Lagi, terjadi penembakan secara misterius pada 3-4 Agustus 2005 terhadap dua warga sipil di Poso. Peristiwa tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu delapan jam. Penembakan kedua terjadi kurang lebih 100 meter dari penembakan pertama. Atas peristiwa ini Kapolda Sulteng Aryanto Sutadi Msi, mengatakan  bahwa kedua korban merupakan target karena keduanya merupakan saksi dari sejumlah peristiwa-peristiwa kekerasan di Poso. Benarkah kesaksian mereka (korban) menjadi ukuran terjadinya kekerasan di Poso belakangan ini?
Penembakan Misterius 
Konflik antar agama di Poso telah berlangsung sejak 1998. Sejak 1998-2003 banyak terjadi kekerasan yang berbentuk penyerangan-penyerangan secara terbuka antara satu kelompok agama terhadap kelompok agama lainnya. Eskalasi penyerangan dan pembakaran menurun pada tahun 2003. Tetapi pada 2003 tersebut mulai terjadi kekerasan-kekerasan dalam bentuk penembakan secara misterius (tertutup). Biasanya modus ini dilakukan dengan cara yang sangat terampil. Penembak hanya mengeluarkan satu letusan saja ke arah mematikan pada target penembakan. 

Data yang dimiliki KontraS, sejak 2003-2005 (Agustus) tercatat telah terjadi 26 kasus penembakan secara misterius (Petrus) di Poso. Dari 26 korban penembakan tersebut 11 diantaranya meninggal. Sisanya mengalami luka-luka.  Selain penembakan misterius, juga terjadi sejumlah pengeboman di Poso. Beberapa kasus pengeboman terakhir terjadi dikantor KPUD Poso, kantor DPC PDI-P Poso dan pasar Sentral Poso Kota.`
Rentetan peristiwa ini mengambarkan bahwa Poso merupakan wilayah yang empuk untuk diciptakannya teror dan kekerasan terhadap masyarakat. Mengenai hal ini pemerintah dan kepolisian serta jajaran intelijen kerapkali mengutarakan bahwa ada kelompok yang masih tidak puas dengan rekonsiliasi di Poso, sisa-sisa kelompok Jamaah Islamiyah atau motif korupsi. Terlepas dari motif-motif tersebut, yang jelas pemerintah dan jajarannya masih gagal memberikan jaminan rasa aman dan penegakan hukum bagi masyarakat Poso.

Pengamanan Misterius

Pada 20 Juli 2005 DPRD Sulteng menyetujui perpanjangan operasi Sintuwu Maroso (SM) yang ke VII. Operasi SM merupakan sebuah operasi yang digelar sejak 2003. Operasi ini merupakan operasi yang dikendalikan oleh Mabes Polri di Jakarta. Total personil yang terdapat di Poso sebanyak 3. 512 orang. Di Poso juga terdapat operasi intelijen yang digelar oleh menteri koordinator politik dan keamanan sesaat setelah penyerangan di Poso pada Oktober 2003 dan gelar desk anti teror paska peristiwa pengeboman di Tentena akhir bulan Mei 2005. Selain operasi yang bersifat temporer, sebagaimana digambarkan diatas, juga terdapat aparat-aparat organik; Polres Poso, Kodim 1307, TNI Batalyon 714 . 
Ternyata solid-nya komposisi aparat keamanan dan aparat militer serta aparat intelijen belum menjadi jaminan bagi upaya pengamanan masyarakat. Penembakan misterius masih terus terjadi, demikian juga pengeboman. Lagi-lagi masyarakat menjadi korban. Hal ini bisa terjadi karena dua hal; tidak ada penegakan hukum yang cerdas dan akuntabel, dan kinerja aparat yang lemah (koordinasi). 

Ketiadaan penegakkan hukum bisa dilihat dari tidak adanya satupun kasus penembakan misterius yang dituntaskan. Nyaris tidak ada satu orang pun  yang ditangkap, diusut dan dihukum lewat pengadilan. Pada beberapa kasus memang ada beberapa orang yang ditangkap dan dituduh sebagai pelaku, tetapi kemudian dilepas karena memang tidak terbukti melakukan penembakan atau pengeboman. Hal ini menunjukan bahwa aparat keamanan tidak mampu menangkap pelaku yang sesungguhnya (salah tangkap) atau/dan aparat keamanan gagal membuktikan kejahatan terhadap pelaku tersebut. 
Demikian pula dengan soal koordinasi. Paska Bom Tentena, Mei 2005, ketidak koordinasian semakin terungkap. Penyataan ini datang dari Wapres Jusuf Kalla dan Kapolda Sulteng Arianto Sutadi. Wapres menyatakan bahwa BIN sudah mengetahui akan ada peledakan (Indopost, 29 Mei 2005). Sedangkan Kapolda mengatakan bahwa tidak ada koordinasi aparat keamanan dan aparat intelijen dilapangan, dalam mendeteksi ancaman dan mencegah kekerasan (Kompas, 5 Juni 2005). Dengan kata lain pemerintah mengaku mengetahui akan terjadi kekerasan tetapi tidak mencegah. Tetapi hal ini tidak berarti membenarkan aparat intelijen melakukan tindakan judicial, seperti menangkap. Seharusnya informasi tersebut direkomendasikan ke aparat kepolisian. 
Penanganan Poso

Kekerasan yang terjadi di Poso pada 3-4 Agustus lalu jelas bukan karena dendam. Kalaupun karena dendam seharusnya bisa dicegah. Poso memerlukan sebuah perlakuan yang khusus dan serius dari pemerintah. Pemerintah pusat harus mempunyai desain kerja yang kuat dan ketat dalam upaya menyelesaikan kekerasan di Poso. Untuk itu diperlukan struktur resolusi konflik yang ramah dengan masyarakat. Kegagalan-kegagalan aparat keamanan dan aparat hukum hanya akan membangun ketidak percayaan masyarakat Poso. 

Pemerintah juga harus melakukan serangkaian penyeledikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penyelidikan ini harus melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat Poso yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Mengenai hal ini pemerintah bisa meminta rekomendasi tokoh-tokoh di Forum Solidaritas masyarakat muslim Poso dan tokoh-tokoh di GKST Tentena. Tim ini sebaiknya dibuat dalam sebuah tim investigasi khusus yang didukung oleh Presiden dan DPR. 
Hal yang juga penting adalah menindak lanjuti pernyataan Presiden bahwa aparat keamanan, termasuk aparat intelijen, harus dievaluasi (Media Ind. 30 Juni 2005). Evaluasi ini merupakakan tindakan rasional, mengingat aparat keamanan berulang kali kecolongan dengan peristiwa-peristiwa kekerasan di Poso. Evaluasi tersebut harus dilakukan sesegera mungkin. Evaluasi ini akan menjawab soal kemampuan, kelayakan dan pola keamanan, serta dan pertanggung jawaban keamanan yang sebaiknya diterapkan di Poso, bahkan mungkin di Indonesia secara umum. 
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